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PERA TURAN MENTERI KESEHATAN REl>UBLIK INDONESIA 

NOMOR4961MENKES/PERN/2008 

TENT ANG 

TATA CARA PENGUSULAN CALON ANGGOTA 
KONSIL KEDOKTERAN INDC>NESIA 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 7 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan 
Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tent ng Tata Cara Pengangkatan dan 
Pemberhentian Keanggotaan Koos I Kedokteran Indonesia, penu 
mengatur tata cara pengusulan c< Ion anggota Konsil Kedokteran 
Indonesia dengan Peraturan Menteri t esehatan; 

1. Undang-Undang Nomor 23 T phun 1992 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik lnqt>nesia Tahun 1992 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Negara ReplJblik Indonesia Nomor 3495); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahu~ 2004 tentang Praktik Kedokteran 
(Lembaran Negara Republik ln~onesia Tahun 2004 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Rerlublik Indonesia Nomor 4431); 

3. Peraturan Presiden Nomor 35 t ahun 2008 tentang Tata Cara 
Pengangkatan dan Pemberhentiah Keanggotaan Konsil Kedokteran 
Indonesia; 

4. Peraturan Menteri Kesehatar Nomor 1575/Menkes/Per/Xll/ 
2005 tentang Organisasi c an Tata Kerja Departemen 
Kesehatan sebagaimana tel ~h diubah dengan Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 12H5JMenkes/Per/XI 112007; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN MENTERI KESEHA1TAN TENTANG TATA CARA 
~:UE~~~N CALON ANGG 1jTA KONSIL KEDOKTERAN 



M!NTERIKESEHATAN 
REPUBUK INDONESIA 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud deng.!ln : 

1. Konsil Kedokteran Indonesia adalah sUatu badan otonom, mandiri, 
nonstruktural, dan bersifat independen, yang lerdiri atas Konsil Kedokteran dan 
Konsil Kedokteran Gigi. 

2. Asosiasi lnstitusi Pendidikan Kedokteran adal~h suatu lembaga yang dibentuk 
oleh para dekan fakultas kedokteran yang bel· ngsi memberikan pertimbangan 
dalam memberdayakan dan menjamin kual) s pendidikan kedokteran yang 
diselenggarakan oleh fakultas kedokteran. 

3. Asosiasi lnstitusi Pendidikan Kedokteran qlgi adalah suatu lembaga yang 
dibentuk fakultas kedokteran gigi yang be~ungsi memberikan pertimbangan 
dalam memberdayakan dan menjamin kualita:s pendidikan kedokteran gigi yang 
diselenggarakan oleh fakultas kedokteran gigl. 

4. Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan adalah lkatm Rumah Sakit Pendidikan. 

5. Organisasi profesi adalah lkatan Dokter lndo~esia untuk dokter dan Persatuan 
Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. 

6. Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegiuni kedokteran gigi Indonesia adalah 
badan yang dibentuk oleh organisasi profe\si untuk masing-masing cabang 
disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabani dislplin ilmu tersebut. 

7. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 
kesehatan. 

BAB II 
TATA CARA PENGUSULAN CALON ANGGOTA 

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA KEPADA MENTERI 

Pasal 2 

(1) Galon Anggota Konsil Kedokteran lndonesla diusulkan oleh masing-masing 
pimpinan dari setiap unsur yang diwakili sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah 
setiap unsur Keanggotaan Konsil Kedoktoran Indonesia kepada Menteri, 
kecuali unsur dari Departemen Kesehatan. 
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(2) Calon Anggota Konsil Kedokteran lndonesi<! yang berasal dari unsur tokoh 
masyarakat diusulkan oleh Konsil Kedokb~ran Indonesia periode berjalan 
kepada Menteri. 

(3) Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang berasal dari asosiasi rumah 
sakit pendidikan, Departemen Pendidikan N4sional diusulkan kepada Menteri 
sebanyak 4 (empat) orang yang masing-maslt1g 2 (dua) orang berlatarbelakang 
pendidikan profesi dokter dan 2 (dua) ora~g berlatarbelakang profesi dokter 
gigi. 

Pasal 3 

(1) Caton anggota yang berasal dari organisaBi pmfesi, asosiasi dan kolegium 
dipilih melalui mekanisme pernilihan di lingku1 gan masing-masing. 

(2) Calon yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh organisasi profesi, asosiasi dan 
kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Menteri. 

(3) Calon anggota yang berasal dari Departe1men Kesehatan ditetapkan oleh 
Menteri. 

(4) Calon dari Departemen Pendidikan Nasional ditetapkan oleh Menteri 
Pendidikan Nasional dan diusulkan kepada Menteri. 

(5) Calon anggota yang berasal dari tokoh masyarakat dipilih sesuai ketentuan 
yang ditetapkan dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia. 

(6) Calon anggota yang berasal dari tokoh masyarakat yang dipilih dan telah 
ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia diusulkan kepada Menteri. 

Pasal 4 

Usulan Calon Anggota Konsil Kedokteran lndol1esia oleh masing-masing unsur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampai <an secara tertulis kepada Menteri 
disertai dengan kelengkapan administratif : 

a. · Data diri yang bersangkutan berupa : 

1. Daftar Riwayat Hidup, 

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan 

3. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang tnertliliki Surat lzin Praktik. 
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b. Surat pemyataan bahwa pemah menjalan~ an praktik selama 10 (sepuluh) 
tahun yang dibuktikan dengan fotokopi Sul·bt T anda Registrasi (STR) atau 
Surat lzin Dokter {SID} atau Surat Penugasarl (SP) atau Surat lzin Praktik (SIP} 
terakhir, yang menandakan yang bersangk~tan memifiki kewenangan untuk 
melakukan praktik kedokteran, yang dibub hi meterai yang cukup, kecuali 
untuk calon anggota Konsil Kedokteran In onesia yang berasal dari tokoh 
masyarakat; 

c. Surat pemyataan kesediaan menjadi calon anggota Konsil Kedokteran 
Indonesia yang dibubuhi meterai yang cukup; 

d. Surat pemyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan 
lain yang mengganggu tugas sebagai anggota Konsil Kedokteran Indonesia 
dengan dibubuhi meterai yang cukup; 

e. Surat Keputusan Kepangkatan terakhir ba11i calon anggota yang berstatus 
Pegawai Negeri Sipil. 

Pasal 5 

(1) Masing-masing unsur mengusulkan calon an~jgota Konsil Kedokteran Indonesia 
kepada Menteri paling lambat 4 (empat) b Ian sebelum masa bakti Anggota 
Konsil Kedokteran Indonesia periode berjala berakhir. 

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan 
bahwa calon anggota Konsil Kedokter~n Indonesia telah memenuhi 
persyaratan sesuai dengan ketentuan perf '1uran perundang-undangan dan 
kelengkapan administratif sebagaimana dima~ud dalam Pasal 4. 

Pasal 6 

Calon yang belum memenuhi syarat sebagaim~na dimaksud dalam Pasal 3 dan 
Pasal 4 dikembalikan kepada unsur pengusulnya uhtuk melengkapi persyaratan. 

Pasal 7 

(1) Penggantian antar waktu keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ~ite~kan dalaf Peraturan Konsil 
Kedokteran Indonesia, kecuali unsur da i Departemen Kesehatan dan 
Departemen Pendidikan Nasional. 

(2) Pengusulan calon anggota Konsil Kedoktera11 Indonesia pengganti antar waktu 
kepada Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, Pasal 3; dan Pasal 4. 
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BAB Ill 
TATA CARA PENGUSULAN CALON ANGGOTA 

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA KEPADA PRESIDEN 

Pasal 8 

(1) Menteri mengusulkan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur 
Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia epada Presiden paling lambat 2 
{dua) bulan sebelum masa jabatan anggota Konsil Kedokteran Indonesia 
periode berjalan berakhir berdasarkan usulan dari masing-masing unsur. 

(2) Menteri sebelum mengusulkan calon angg >ta Konsil Kedokteran Indonesia 
kepada Presiden melakukan penilaian kele gkapan persyaratan calon sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Usu Ian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan 
bahwa calon anggota Konsil Kedoktercjn Indonesia telah memenuhi 
persyaratan sesuai dengan ketentuan peratu an perundang-undangan dan data 
diri calon Anggota Konsil Kedokteran lndonef1la yang bersangkutan. 

Pasal 9 

Usulan Galon Pengganti Antar Waktu Keanggo an Konsil Kedoi<teran Indonesia 
oleh Menteri kepada Presiden tetap mengikuti ke ,ntuan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 8. 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIH1~N 

Pasal 10 

Ketentuan mengenai batas waktu pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) tidak berlaku untuk pengusulan calon anggota Konsil 
Kedokteran Indonesia masa jabatan 2008-2013. 

Pasal 11 

Pengusulan calon anggota Konsil Kedokteran l~donesia masa jabatan 2008-2013 
oleh masing-masing unsur kepada Menteri pali g lambat 1 (satu) bulan setelah 
perpanjangan masa jabatan Konsil Kedoktera Indonesia masa jabatan 2005 -
2008. 
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BAB V 
KETENTUAN PENUrur> 

Pasal 12 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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